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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  

REPUBLIK INDONESIA  

SELAKU  

KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

NOMOR 10 TAHUN 2016 

TENTANG 

BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN 

EKONOMI KHUSUS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA 

SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan 

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus melalui 

pemberian fasilitas dan kemudahan bagi badan usaha 

serta pelaku usaha dan untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 

2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan 

Ekonomi Khusus, perlu menetapkan bidang usaha yang 

merupakan kegiatan utama di Kawasan Ekonomi 

Khusus; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua 

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang 

Bidang Usaha yang merupakan Kegiatan Utama di 
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Kawasan Ekonomi Khusus; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan 

Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5066); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5371); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang 

Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5783); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 9); 

6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan 

Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; 

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL 

KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG BIDANG USAHA 

YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN 

EKONOMI KHUSUS. 

 

Pasal 1 

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan 

bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di Kawasan 

Ekonomi Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua 

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini. 

 

Pasal 2 

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan: 

a. Kawasan Ekonomi Khusus Bitung; 

b. Kawasan Ekonomi Khusus Morotai; dan 

c. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, 

sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat diberikan 

fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah   

Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di 

Kawasan Ekonomi Khusus. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku 

Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai 

berlaku pada tanggal diundangkan. 
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